BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SATUAN KERJA :
SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [ NOMOR DAN TANGGAL SFK :
Nama PPK:
Nama Penyedia:

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN  LANGSUNG

PAKET PENGADAAN - TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG
NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

SUMBER DANA: [sebagai confoh, cantumkan “dibebankan atas DIPA/DFA

Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp

( rupiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan | [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan | proyek/satuan kerja Pejabat Fembual Komitmen

meterai Rp 10.000,- )] maka rekatkan meterai Rp 10.000,- )]
[nama lengka,
[nama lengka ljabatan]
[jabatan]
SYARAT
SURAT PERINTAH KERJA (SFK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang

tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik

Indonesia.

Standar Dokumen Pemilihan
Pengadaan langsung Barang




HARGA SFK

a. Jenis Kontrak vang digunakan adalah Kontrak Lumsum.

b PPK membayar kepada pcnytdm ahcsa.r harga SPK.
¢. Harga SPK telah beban pajak dan biaya overhead
serta bisya i (apabila diy b

d. Rincian harga SPK sesuai dcngan rincian yang tercantum dalam daftar kuanlitas
dan harga.

HAK KEFEMILIKAN

4. FPK berhak atas kepemilikan semun barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan schubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada FPK
Jika diminta olech PFE maka ia berkewajiban untuk membantu sccara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PP sesuai dengan hukum
yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh FFK letap
pada PPK, dan semua peralstan tersebut harus dikembalikan kepada FPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dlkcmbahknn da]am kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan peng akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MLTTLY

PIK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penvedin dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang difemukan. PPK dapat memerintabikan
penyedia untuk menguji pekerjaan yang diangszap oleh PPK mengandung cacat
muitu. Penyedia bertunggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi,

PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, vetribusi, dan pungutan
lain vang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPE.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

PENGALIHAN DAN/ATAL SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atan mensubkontrakkan sebagian atou
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantion nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merges) atmu akibal
Iainnya.

ADWAL

{L SPK. ini berlaku efektil pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau paida
tangzal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalum
Surat F\:mush Pen,g,uumn

c: Peny harn lesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
Apabl].s. penyedm tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesual judwal karens

d. diluar ya dan penyedia felah n'u,lnporkan ]ne}ar.han

tersebut  kepada I-'I'L maka FFK dapat penj
pelaksanaan lugas pe:lyedm dengan adendum SPK.

ASURANSI
a. Apabila dipersyarutkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat

Perintah Fengiriman sampai dengan langgal selesainyn pemelinaraan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tingsi terjadinya
kecclakaan, pelaksanaan  pekerjaan, st;'ta r.‘nlccrm unlnl( pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelal rusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sehagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya i sudah diperhitungkan dalam | an dan termasuk dalam
harga SPK.

Standar Dokumen Pemiliban
Perggadann langsung Barang

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

1.

=

12,

13.

4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas FPK beserta instansinya ferhadap semua bentuk tuniutan, langgung jawab,
kewasiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukam, dan biaya yang dikennkan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut dischabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sefak tanggal mulal kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atan kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak fain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan fanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
i merupak risiko dia, kecuali kerngian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kr.salah.m mu kelalaian FFK.

c. Perlanggungan asuransi yang dimiliki olch penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atan kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejpk tanggal mulai kerja
sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh
penvedia atas tanggungannya sen:hn jika Icemla.ngm atau kerusakan tersebut
ferjacti ukibat tindakan atau peny

FPENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

FFK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. FFK dapat memerintahkan kepada
pihak lain untuk melukulnm pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanasn
pekerjaan yang dilaksanakan olch peny

PENGUJIAN

Jika PPK alan Pengawas Fekerjaan memerintahk ia uniuk
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spcstl‘kast Teknis dan Gambar,
dan hasil uji coba menujukkan adanya (.awt Mutu maka penyedia berkewajiban
unfuk menanggung bidya | bul. Jika tidak di kan adanya Cacal
Mutu maka uji coba tersebut d.tangyp zai Peristiwa K i

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan  pekerjaan  dilakukan sclama  pelaksanazan  Konirak ferhadap
kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan wakiu pEIalcssnma
pekerjaan, Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam lap
hasil pekerjaan.

b. Untuk merckam pelaksanaan pekerjaan, FPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim (cknis membual folo-foto dokumentasi pelaksanaan

pekerjaan di lokasi pekerjaan.

. WAKTU PENYELESAIAN FEKERJAAN

a. Kecuali $PK diputuskan lebih awal, penyedia berkewdjiban untuk memulai
pelaksanasn pekerjaan pada tanggal "mulai kcr}a, dan mc!uks&nak.un pckmjnnn
sesual dengan program mutiy, serta meny pekerjauan [nmbatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman,

b. Jika pekeriaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyedia makn penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan,

c. Jika keher].s.mbarzn tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK

ikan perpanjangan wakiu pe e 1 pekerjaan.
d. Tanggal p i yang dimaksud dalam ini adalah tanggal
pcnyelemm.n semua pekerjaan.

Stundar Dokumen Pemilihan
Fengadaan langsung Barang
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15. SERAH TERIMA FEKERJAAN

a. Setelah  pekerfaan  sclesai  100%  (seratus  persen), penyedin  mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan,

b. Sebelum dilakukan serab terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan,

¢. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibaniu oleh pengawas
pekerjaan dan/atan tim teknis,

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelestikannya, atas perintah PPK

. PFK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekernjaan dilaksanakan sesuad
dengan ketentuan SPK.

f. Fembayaran dilakukan schesar 100% (scratus perscn) dari harga SPK dan
penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16, JJ\MINRN B}‘Jh\‘i CACAT MUTU/GARANSI

a. pabrikan  dari  produsen  pabrikan  (jika ada)
Im-kewapban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang dischabkan olch tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mumm akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b, Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku,

c. FFK akan wikan pemberital cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu ferscbut sclama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh FPK, Fenyedia berkewajiban untuk
memperbuiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka wakiu
sesui dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi

¢ Jika Penyedia ticak memperbaiki, mengganti, atau mnlenglmpl Barang akibal cacat
muty dalam jangka waktu sesuai dengan synrat dan ketentuan dalam Sertifiknt
Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan FFK secara
langsung atan melalui pihak ketign yang ditunguk oleh PPK akan melakukan
perbaikan tersebut. Fenyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim vang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewsjiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacal mutu
dikenakan Sanksi Daflar Hitam.

17, PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapal diubah melalui adendum SPK.

b. Fe { dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara koncisi
lapangan pada saal pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

1) bah atan 4 1 volume vang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengulbah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4 gubah jadwal pelak pekerjaan.
¢ Unluk kepentingan perubahan SPK, PPK dapal dibantu Pejabat  Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

18, PERISTIWA KOMPENSASI
. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2} keterlambatan pcmhﬁ]mﬂn kepada penyedia;

3) PPK tidak berikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
Jjadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepadn pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahun yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak difemukan
!ocnuakum’kl:wlanr’pmylmpnngun

@) .E'Pklm:.uu

7) FPK memerintahkan untuk 12;
sebelumnya dan discbabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

i kondisi tertentu yang, tidak dapat didugn

Standar Dokumen Femilitun
Pengadaan Lingsiing Barang,

20.

b Jika Peristiwa Kompensasi kibatks 1 Tk b
keterlambatan penyelesaian pekmjun maka FIK berk:wu;d‘sn untuk membayar
ganti rugi dan/atau i waktu p 1 pekerjaan.

<. Gami rugl h.myx dapat dtbayarkm j:ka berdasarkan data

n ke yang, k oleh penyedia lmpadn FFK, d.npul
d.lbukl.lkml i«:mgw.n nyata alubm Feristiwa Kompensasi.

d, Ferpanjang, a.klu 1 pekerjaan hanya dapat diberikan jika

k ,,' dan perhitungan kompensasi vang diajukan oleh
yudm kcpﬁda PFK dapnt dibuktikan perlunya tmmbahan wakiu akibat
Peristiwa Kompensasi,

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atan perpan;j waktu
pekerjuan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemygxl.lm dlm dalam
mer atau gatnsi dumpak Peristiva Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi schingga penyclesaian pekerjsan  akan
melampaui  tanggal penyelesaian  maks pl:n)'t'dla berhak  untuk - meminta
'perpn.njaslg,ﬂ.n l.s.ng,ul penyelesaian | kan  data PPK

kan  per 2 Fengawas Fekerjaan memperpaqjmg Iangs,&l

penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyel
dilakukan melalai adencum SPK.

b. FPK dapat menyetujui perpanj waktu pelak setelah  melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang dinjukan oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapai dilakukan karena terjadi Keadasn Kahar.

b, Dalam hal SFK dihentik PPE wajib yar kepada p in sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

c. Pemulusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Fasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

SPK melatui pemberitahuan tertulis dapat dilakokan apabila:

1) penyedia terbukt mlaknlmn .IUG\I kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses P duan yang diy oleh st yang

) prosedur dugaan KKN dan/atau
pc]ﬂ.ug,gsmn pcrsmnsun schat dalam p peng; dinyatak
benar oleh tnstansi yang bcrwmng,

3) penyedia laiai/cidera jamji dalam lak kan ¥ it dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah d.llci.apkan,

4)  penyedin tanpa persetujunn PPK, Gdak memulai pelaksanaan pekerjnan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program muti seria tanpa persetujuan PP,

6)  penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah dapat Surat Pering
sebanyak 3 (liga) kali;

8) penyedia sclama Masa SPK gagal memperbaiki Cacal Mutu dalam jangka

wakin yang dllchpksn oleh FPK;

9) FPK memerintal fig untuk d. lak: Al kelanj
pekerjaan, dan pcnntll: tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh d:].u;mn)
hari; dan /atau

10) FPK tidak menerbitkan surnt perintah  pembayaran untuk  pembayaran
tigihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantin

dalam SPK.
¢, Dalam hal p SPK dilakukan karena kesal
1) Siga uang muka harus dilunasi oleh E\e;lyed.:a atau _lam.uw.n Uang Muka
d.l.cau'lmn {&pﬂhllﬂ diberikan);

2rp denda keterlamt pabila ada); dan/atan
3 penyed.ls dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
. Dalam  hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
pmacdur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan schat dalum
i) maka FPK dik sanksi berd kan peraturan

pcru nelang- undm&m,

-

Standar Dokumen Permilihan
Fengadaan langsung Barang




21.

22,

23.

24,

PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran secara sekaligusy,
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka wakiu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban
untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK
(tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SFPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perseclisihan
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan
melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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